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KEMENTERIAN KEUANGAN. Instansi Vertikal.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/PMK.01/2012
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi
dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1.

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi  Vertikal di Lingkungan Departemen
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
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Memperhatikan :

Menetapkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2007,

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/M.PAN-
RB/9/2012 tanggal 24 September 2012;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

BAB |
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan

Negara.

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan
teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan
negara, piutang negara dan lelang.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor
Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di
bidang kekayaan negara;

pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan di bidang penilaian;

pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;

pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan
hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara,;

pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan
pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak
diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,
evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara,
penilaian, piutang negara dan lelang;

pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan
pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang
negara dan lelang;

pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat
Lelang;

pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

a.

® a o T

Bagian Umum;

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
Bidang Penilaian;

Bidang Piutang Negara;

Bidang Lelang;
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f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta
penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di
lingkungan kantor wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
d

serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara
di lingkungan kantor wilayah.

Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta
penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di
lingkungan kantor wilayah.

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta
pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor
Wilayah.
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Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi,
pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik
negara/kekayaan negara;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang
milik negara/ kekayaan negara;

c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan
daftar barang milik negara/kekayaan negara; dan

d. pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di
lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 11
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara |;
b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Il; dan
c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Ill.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 1, Il, dan Il masing-masing
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi
dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan
penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup
I, I, dan Ill, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 13

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian,
penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap
penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang
Penilaian menyelenggarakan fungsi:
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